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PUTUSAN
NO. 18 PK/IAG/2008
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

FEBRIANI binti RUSTIADJI, bertempat tinggal di Jalan
Jatikalang A-1/27 RT.26 RW. 06, Desa Jati Kalang, Kecamatan
Krian, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada
YULIANA HERIYANTININGSIH, SH., M.H., Advokat berkantor di
Jin. Legundi No. 31 Surabaya, Pemohon Peninjauan Kembali
dahulu Termohon;

melawan :

ARIE WAHYU MEDIANTO bin HARI WAHYONO, bertempat
tinggal di Jalan Bratang Gede | No. 3-A, Kelurahan Ngagelrejo,

Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dalam hal ini memberi
kuasa kepada GALIH KUSSUSENO SOERODJO, SH., Advokat
berkantor di Perum Pondok Rosan, JI. Karangan Mulya No. 9
Surabaya, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemonon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya No.
1567/Pdt.G/2008/PA.Sbytanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan tangga' 11
Rajab 1429 H. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemochon dengan posita
permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kec. Krian pada tanggal 03 Februari
2005, sebagaimana Duplikat Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Krian;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama karena Pemchon
kerja di Kediri, Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di jalan Bratang
Gede | No. 3-A Surabaya kemudian Pemohon dan Termohon kontrak rumah di

Kediri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama dan berumur :
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Bahwa sejak awal memang kehidupan rumah tangga E?mohon dan

Pemohon sudah tidak rukun sering terjadi selisih paham, pertengkaran secara
terus menerus yang sulit sekali untuk didamaikan, dikarenakan :
=  Bahwa Termohon sulit sekali diatur selama menjadi isteri, di mana nasehat-nasehat
selaku seorang suami tidak pernah dihiraukan, padahal selama masa pacaran
hingga menikahi Termohon, Pemohon dapat menerima keadaan Termohon apa
adanya dengan melupakan masa lalu Termohon yang kurang baik, dengan harapan
Termohon akan berubah sifatnya setelah menixah dan punya anak kelaknya;
Bahwa Termohon kenyataannya sebagai seorang isteri tidak mempunyai kesetiaan
>\_terhadap Pemohon selaku suaminya, karena kenyataannya Termonon sering
,_h elakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, yang mana aknirnya ketahuan oleh
f emohon, dimana Pemohonpun selalu memaafkan Termohon, apabila Termohon

/ meminta maaf untuk tidak mengulangi perbuatannya;

N ”f Bahwa Klimaksnya pada bulan November 2008, tanpa setahu dan seijir Pemohon,

Termohon pergi dari rumah dengan membawa anaknya yang hingga kiri tidak mau
kembali kepada Pemohon dan Termohon saat ini berada di Surabaya, sedangkan
anaknya dititipkan kepada orang tua Termohon;
= Bahwa Pemohon selama ini sudah cukup bersabar selaku seorang suami, akan
tetapi akhimya Pemohon memilih bercerai dengan Termohcn karena selama ini
kenyataannya sifat maupun sikap Termohon tidak berubah sama sekali;
= Bahwa akibat selisih paham yang mengaxibatan pertengkaran secara terus
menerus antara Pemohon dan Termohon, dan semenjak Termohon pergi
dari rumah tanpa seijin Pemohon akhirnya Pemohon dan Termohon telah
pisah tempat tinggal sekaligus pisah ranjang mulai bulan November 2006;
Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terlahir 1
orang anak perempuan yang benama Meisya Mevia Artha Putri Medianto, umur 3
tahun yang mana anak tersebut belum mummayyis, sehingga Pemohon mohon
kehadapan Majelis Hakim PA. Surabaya yang memeriksa serta menyidangkan
perkara ini berkenan untuk menetapkan agar hak hadlonah terhadap anak dimaksud
diberikan Pemohon selaku ayah kandungnya, karena selama ini pergauian
Termohon kurang bisa dipertanggung jawabkan selaku seorang ibu, belum lagi anak
tersebut dititipkan di rumah orang tua Termohon di Kediri sedang Termohon ada di
Surabaya dan Pemohon juga merasa mampu untuk mengasuh anak dimaksud dalam
asuhannya langsung hingga anak dimaksud dewasa, hanya saja selama ini akses
untuk ketemu dengan anak dimaksud selalu dibatasi oleh keluarga Termonon;
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Pemohon, dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

silang pendapat, tidak harmonis lagi rumah tangganya, sehingga harapan untuk rukdan

kembali dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi dapat

diharapkan, adalah sudah “tepat dan benar” serta telah memenuhi unsur
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Vide pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 dan pasal 116

Kompilasi Hukum Islam; |

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada
Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :
Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ;

\ ";" Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Arie Wahyu Medianto bin Hari

g | Wahyono) untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan

, Agama Surabaya kepada Termohon (Febriani binti Rustiadiji) ;

Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak pengasuhan dan pemeliharaan

terhadap seorang anak perempuan yang bernama Meisya Artha Mevia Putri

Medianto binti Arie Wahyu Medianto, umur 3 tahun ;

4. Membebankan biaya biaya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadildiinya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Surabaya No.
1567/Pdt.G/2008/PA.SBY. tanggal tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan
tanggal 11 Rajab 1429 H. adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Arie Wahyu Medianto bin Hari
W.) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Febriani binti
Rustiadji) ;

4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak pemeliharaan dan
pendidikan dari anak yang bernama Meisya Artha Mevia Putri Medanto,
umur 3 tahun sampai anak tersebut mummayyiz atau berumur 12 tahun ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yangd telah mempunyai kekuatan
hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Agama Surabaya No.
1567/Pdt.G/2008/PA.SBY. tanggal tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan
tanggal 11 Rajab 1429 H. diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 1
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peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 2 Desember 2088 3gaimana
ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.
1567/Pdt.G/2008/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Surabaya tersebut pada tanggal/hari itu juga ; ‘
bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 11 Desember 2008
telah diberitahu tentang memor: peninjauan kembali dari Termohon, tidax
diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;
) Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
lasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,
iajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
ndang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

"7 formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/ Termohon dalam memori peninjauan kembali tersebut
pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengandung
setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan
yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum) hal tersebut
tersurat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea ke 1 dan ke 2 yang
berbunyi :

Alenia ke 1: “Menimbang bahwa yang mendasari permohonan pemohon adalah
sering terjadinya perselisihaan dan pertengkaran antara pemohon dengan
termohon yang sulit untuk didamaikan lagi sehingga puncaknya telah terjadi
pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sampai
diajukan permohonan ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun tujuh bulan
pertengkaran mana disebabkan karena Termohon telah selingkuh dergan
laki-lakl lain”. Bahwa Periimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang
berdasarkan pada pengakuan sepihak yang menuduh Termohon selingkuh
dengan laki-laki lain sedangkan tuduhan tersebui tidak dapat dibuktikan
secara hukum sewaktu dipemeriksaan, sedangkan Termohon tidak pernah
melakukan selingkuh dengan laki-laki lain alasan tersebut merupakan
kebohongan yang nyata Pemohon untuk menjatuhkan nama baik serta
terkesan memojokkan Termohon. Sehubungan dengan hal tersebut maka
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang sedemikian
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tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan secara huk
perkara ;

Alinea ke 2: “Menimbang bahwa atas dasar dalil permohonah Pemohon
tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak
pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut dianggap telah
mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah calil-calii Pemohon”.
Bahwa Pertimbanban Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan
tidak hadirnya Termohon yang digunakan untuk pertimbangan hukum
karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut mengandung Setelah
perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang
pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum). Yang mana panggilan
kepada Termohon ditujukan ke alamat JI. Teluk Amurang No. 6 Kelurahan

Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan kota Surabaya sedangkan
alamat atau tempat tinggal Termohon di JI. Jatikalang A 1/27 RT. 26 RW. 06,
Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo sebagaimana KTP
Termohon. Karena Pemohon dalam mengajukan permchcnan perceraian
memberikan alamat kepada Pengadilan yang bukan tempat tinggal tetap
Termohon maka ketidak hadiran Termohon dalam persidangan bukan
merupakan kesalahan atau kekeliruan Termohon melainkan Pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara kurang
mencermati sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut merupakan
kekeliruan dan pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan
hukum dalam memutus perkara,

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengandung
Setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat
menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum)
hal tersebut tersurat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea
ke 1 berbunyi: “Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang
telah dirubah oteh UU Nomor 3 tahun 2006 yang mengamanatkan hahwa dalam
perkara perceraian yang factor penyebabnya karena adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus maka hendaklah didengar keterangan dari
keluarga terdekat dari kedua belah pihak dalam Hal ini pihak Pemohcn telah
menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Lely Martitix Yulia
binti Sumardji mengaku Ibu kandung Pemohon dan Lily Isnarni binti Ranu
mengaku sebagai Pembantu rumah tangga Pemohon Adapun Termohon
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sampai dengan perkara ini diputus tetap tidak menghadirke
dari keluarga maupun orang dekatnya karena tidak pernar. hadi
persidangan sekalipun dipanggil secara patut”.

Bahwa secara fakta bagaimana Termohon dapat hadir atau menghadirkan
keluarga maupun orang dekat dipersidangar sedangkan Pemohon tidak
pernah memberitahukan kepada Termohor dan juga panggilan dari
Pengadilan Agama Surabaya pun tidak pernah diterima oleh Termohon karena
Pemohon dengan : sengaja mengaburkan alamat tetap Termohon agar
Termohon tidak dapat hadir dipersidangan dan juga tidak dapat
menghadirkan keluarga maupun orang dekat Termohon dalam persidangan,
dengan demikian perkara cepat diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya,
namun sesuai dengan pasal 67 huruf b UU No. 14 tahun 1985 sebagaiman
telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004. maka pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut di atas tidak dapat dijadikan pertimbangan
secara hukum karena mengandung setelah perkara diputus ditemukan
surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak
dapat ditemukan (Novum) sedangkan alamat atau tempat tinggal Termohon
di JI. Jatikalang A 1/27 Rt. 26 Rw. 06 Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kab.
Sidoarjo sebagaimana KTP Termohon ;

. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengandung
Setelah perkara diputus ditemukan surai-surat bukti yang bersifat
menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum) hal
tersebut tersurat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea ke 3
berbunyi : “Menimbang bahwa tentang permohonan Pemohon untuk
ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pencidikan seorang
anak yang bernama Meisa Artha Mevia Putri Medianto yang lahir dalam
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut Termohon tidak
memberikan tanggapan karena tidak pernah catang menghadiri persidangan
oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim Termohon dianggap telah
membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dianggap pula tidak
keberatan bila Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeiiharaan
dan pendidikan terhadap seorang anak tersebut’. Bagaimana Termohon dapat
hadir dalam persidangan adanya permohonan perceraian dari Pemohon
Termohon tidak tahu dan tidak diberitahu dan memberikan alamat Termohon
saja sengaja dikaburkan sehingga semua yang dimohon Pemohon dalam
persidangan sampai diputus perkaranya Termohon tidak tahu karena tidak
pernah mendapatkan pemberitahuan baik dari Pemohon maupun dari
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dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkars BEoe
yang dimohon oleh Pemohan sebagai pertimbangan hukumnya periu di
pertanyakan siapa yang dipanggil secara patut dan resmi tersebut dan siapa
yang menanda tangani penerimaan surat panggilan secara resmi dan patut
tersebut sedangkan Pemohon mengetahui tempat tinggal Termohon di Desa
Jatikalang Rt.26 Rw.06, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjc dan Termohon
tinggal bersama dengan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang
sejak kecil sampai saat ini diasuh dan dibesarkan oleh Termohon. Dengan
demikian Pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mengacu pada ketidak
hadiran Termohon dalam persidangan tidak dapat dijadikan pertimbangan
hukum dalam memutus untuk mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa
berdasarkan alasan-alasan seperti telah Pemohon Peninjauan kembali
kemukakan di atas yaitu bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya
Nomor 1567/Pdt-G/2008/PA.SBY berkekuatan hukum tetap tersebut terdapat
setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan
yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum) dan sesuai dengan
fakta yuridis yang baru terdapat kesalahan dasar hukum yang dijadikan
pertimbangan Putusan Maijelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam
menetapkan hak pemeliharaan dan pendidikan seorang anak perempuan yang
bernama Meisya Artha Mevia Putri Medianto yang berumur 3 (tiga) tahun
kepada Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan pasal 105 huruf a
dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah

salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan novum dapat diketahui bahwa panggilan kepada
Termohon asal tidak resmi dan patut, sebab sebenarnya Pemohon asal
mengetahui tempat tinggal Termohon asal, tetapi tidak memberi informasi
yang sebenarnya kepada Pengadilan Agama;

bahwa ketika Termohon asal pergi ke tempat orang tuanya, Pemohon asal
juga mengetahui, sebab Termohon asal pamit/memberi tahu kepada
Pemohon asal;

bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dipertimbangkan,
permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan Pasal 67 Undang-
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dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Rediis-eé ngan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Surabaya No.

1567/Pdt.G/2008/PA.SBY. tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal
11 Rajab 1429 H. harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung skan mengadili
kembali perkara ini dengan pertimbangan berikut ini

bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya sepanjang mengenai
pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah benar,
sehingga oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai

pertlmbangan sendiri;

A {‘1
= "3 ; bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, dan

dalam pemeriksaan judex facti tidak terbukii terjadinya perselisihan dan
pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh
Termohon sebagai isteri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon
diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

bahwa dalam perkara ini Pemohon sebagai suami yang mengajukan
permohonan cerai talak, namun demikian dalam pemeriksaan judex facti
tidak terbukti Termohon sebagai isteri berbuat nusyuz, maka berdasarkan
Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 152
Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah,
maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon yang jumlahnya
akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun
2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang
isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

bahwa sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak
untuk mengasuh/pemegang hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan
Termohon yang bernama Meisya Artha Mevia Putri Medianto;

bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum lslam, Pemohon diwajibkan untuk
memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa dan mandiri, yang

jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di % i

pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk me 7
permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : FEBRIANI
binti RUSTIADJI dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No.
1567/Pdt.G/2008/PA.SBY. tanggal tanggal 15 Jui 2008 M. bertepatan dengan
tanggal 11 Rajab 1429 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali
perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah
ini ;
\ Menimbang, bahwa oleh karena perkara iri mengenai sengketa dibidang
:"*perkawman sesuai dengan Undang-Undang Nc 7 tahun 1989 sebagaimana
;yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- -Undang No. 3 Tahun 2006,
/ maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebani untuk membayar biaya
perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahurn 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nc. 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah cengan Undang- -Undang No. 3
Tahun 2006 serta peraturan perundang- -undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemahon
Peninjauan Kembali : FEBRIANI binti RUSTIADJI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1567/ Pdt.G
/2008/PA.SBY tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab
1429 H.

MENGADILI KEMBALI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Arie Wahyu Medianto bir Hari W.) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termenon (Febriani kinti Rustiadiji) di
depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surataya untuk mengirim
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemchon dan Termohon dan kepada
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4. Menetapkan anak bernama Meisya Artha Mevia Putri
Wahyu Medianto, tanggal lahir 5 Mei 2005 berada di bawah hadhanah
Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termonon:
5.1. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah};
5.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

5.3. Nafkah anak bernama Meisya Artha Mevia Putri Medianto minimal
sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima pulub ribu rugiah) setiap bulan
sejak Pemohon menjatuhkan talak sampai anak tersebut dewasa dan

mandiri (berumur 21 tahun);
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
pertama sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujun puluh enam ribu rupiah);
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termoton untuk memgayar
biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Jum’at tanggal 5 Juni 200¢ oleh Drs. H. ANDI SYAMSU
ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP,
M.Hum., dan Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM., Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padza hari
itu Juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, ML.H., Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ; Ketua ;
Ttd. Ttd.

PROF. DR. H ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.
Ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.
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Panitera Pengganti,
Ttd.
Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali  Rp. 2.489.000.-
Jumlah Rp. 2.500.000,-
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n.Panitera
da Perdata Agama

fASAN BISRI, S.H.. M.Hum.)
NIP. 150169538

Foto Copy sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Surabaya
PANITERA

BUSTAMI, SH.
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P UT U S A N
No. 54 PK/AG/2008
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
WASISTO bin ROHANI, bertempat tinggal di RT. 02
RW. I, Desa Nusajati, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Cilacap; Pemohon Peninjauan Kembali
dahulu Tergugat;
mel awan:
TURMIYATI binti SUPARJO, bertempat tinggal di
RT. 02 RW. |, Desa Nusajati, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Cilacap; Termohon Peninjauan Kembali
dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata
bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan
Pengadilan Agama Cilacap No. 1465/ Pdt.G/2006/PA.Clp
tanggal 13 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22
Dzulgaidah 1427 H. yang telah berkekuatan hukum tetap,
dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat di hadapan Pejabal Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sampang, Kabupaten Cilacap, menikah pada tanggal 31 Juli
1993 dengan Akte Nikah No. .....;

Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighot
ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam surat nikah;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat
hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun,
telah berhubungan kelamin dan telah dikaruniai 2 orang

anak, sekarang ikut Penggugat;
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Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat diliputi kebahagiaan, ketenteraman serta rukun dan
damai;

Bahwa sejak 6 tahun yang lalu rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak  harmonis lagi
sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa penyebabnya Tergugat selama 6 tahun terakhir
sering pergi dan pulang semaunya sendiri, bahkan sekarang
sudah 1 bulan pergi tanpa pamit dan hingga sekarang belum
pulang dan Penggugat selama 6 tahun tidak diberi nafkah
oleh Tergugat;

Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah
cukup alasan cerai sesuai Pasal 116 huruf (b) dan (9)
Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat
mohon kepada Pengadilan Agama Cilacap agar memberikan
putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan jatuh talak satu dari Tergugat kepada
Penggugat;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain

mohon keputusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Cilacap
No. 1465/ Pdt.G/2006/PA.Clp tanggal 13 Desember 2006 M.
bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1427 H. adalah
sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan syarat ta’'lik talak telah terpenuhi;

4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i dari Tergugat Wasisto
bin Rohani kepada Penggugat Turmiyati binti Suparjo
dengan iwadl Rp. 1000,- (seribu rupiah);
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5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap tersebut, vyaitu putusan Pengadilan
Agama Cilacap No. 1465/ Pdt.G/2006/PA.Clp tanggal 13
Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulgaidah
1427 H. diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14
Desember 2006, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan
permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 29
Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan
peninjauan kembali No. 1465/Pdt.G/2006/ PA.Clp yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Pengadilan Agama Cilacap,
permohonan mana diikuti dengan memori peninjauan kembali
yang memuat alasan- alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Juni 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 2
Juni 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan
kembali dari Tergugat tidak diajukan jawaban memori
peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo
beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak
lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh
karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan vyang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan
kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali/Tergugat mengetahui
Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan
gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cilacap 1 (satu)
minggu  setelah Pemohon Peninjauan  Kembali/Tergugat
bebas dari menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan
Sleman (bukti P-2), pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober

2007 yang memberitahukan adalah Narso kakak sepupu
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Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat kemudian
datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ciiacap pada hari Selasa tanggal 15 April 2008 dan
mendapatkan penjelasan bahwa perkara yang diajukan oleh
Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat terdaftar dalam
register No. 1465/Pdt.G/2006/ PA.Clp dan telah
dikeluarkan akta cerainya pada tanggal 31 Januari 2007
dengan Register No. 247/AC/2007/PA.Clp. Pada hari dan
tanggal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat
menerima Akta Cerai berikut salinan putusannya;

3. Bahwa setelah membaca dan mencermati isi salinan
putusan, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat menemukan
banyak fakta yang tidak tenar yang mengakibatkan
kerugian Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sengaja
membuat  kondisi Pemohon Peninjaun Kembali/Tergugat
tidak dapat membela hak-hak di depan persidangan dengan
menuliskan alamat atau tempat tinggal Pemohon
Peninjauan Kembali/Tergugat di dalam surat gugatannya
(bukti P-1 halaman 1) tidak sesuai keadaan vyang
sebenarnya. Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat
menuliskan alamat atau tempat tinggal Pemohon
Peninjauan Kembali/Tergugat Ilengkapnya: "....... tempat
tinggal semula di RT. 02 RW. |, Desa Nusajati,
Kecamatan Sampang, Kabupaten Ciiacap, sekarang tidak
diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia ........ . Padahal Termohon Peninjauan
Kembali/Penggugat mengetahui  benar bahwa pada saat
Termohon  Peninjauan Kembali/ Penggugat mengajukan
gugatan perceraiannya tersebut, Pemohon Peninjauan
Kembali/Tergugat sedang menjalani proses pemeriksaan di
Kepolisian Sektor Gamping, Kabupaten Sleman, yang
ditahan sejak tanggal 19 Juni 2007. Karena satu minggu
setelah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ditahan,

Polsek Gamping telah mengirimkan surat pemberitahuan
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tentang penahanan Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat

kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat;

5. Bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Termohon
Peninjauan Kembali/ Penggugat yang masing- masing
memberikan keterangan di  bawah sumpah (bukti P-1

halaman 2 dan 3) tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya. Keterangan yang dikemukakan oleh saksi yang
bernama Mohammad Rosidi bin Mad Rusdi yang intinya
saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga antara
Pemohon Peninjuan Kembali/ Tergugat dengan Termohon
Peninjauan Kembali/Penggugat jelas- jelas hal yang tidak
masuk akal. Karena saksi Mohammad Rosidi bertempat
tinggal jauh  (tetangga desa) dari rumah  Pemohon
Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan
Kembali/Penggugat, vyakni di Desa Gentasari, Kecamatan
Kroya, Kabupaten Ciiacap. Sedangkan Saksi Adnan bin
Miswanto jelas berbohong. Selaku tetangga pada waktu
memberikan keterangan di depan sidang saksi mengetahui
keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat saat
itu;

6. Bahwa terhadap keterangan-keterangan yang dikemukakan
di depan sidang, kedua saksi masing- masing Mohammad
Rosidi setelah bertemu dengan Pemohon Peninjauan
Kembali/Tergugat pada hari Kamis tanggal 17 April 2008
dan Adnan bertemu dengan Pemohon Peninjauan
Kembali/Tergugat pada hari dan tanggal yang sama,
keduanya secara terpisah mengakui akan kebohongannya
atau dengan kata lain keduanya telah berbohong dalam
memberikan keterangan di depan sidang, dan kedua saksi
tersebut menarik semua keterangan yang telah
dikemukakan di depan sidang. (bukti P-3 dan bukti P-4);
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan

kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 6:
Bahwa alasan- alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh

karena terdapat bukti- bukti baru yang penting, yang
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diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, dengan

pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sengaja
membuat  kondisi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat
tidak dapat membela hak-haknya di persidangan dengan
menuliskan alamat/tempat tinggal Pemohon Peninjauan
Kembali/Tergugat tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, padahal Termohon Peninjauan
Kembali/Penggugat mengetahui bahwa pada saat Termohon
Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan gugatan
cerainya, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sedang
menjalani proses hukum di Kepolisian Sektor Gamping
Kaupaten Sleman  Yogyakarta dan Kepolisian Sektor
Gamping Kaupaten Sleman Yogyakarta telah mengirimkan

pemberitahuan tentang penahanan Pemohon Peninjauan

Kembali/Tergugat kapada Termohon Peninjauan
Kembali/Penggugat. Jadi tidak benar kalau Pemohon
Peninjauan Kembali/Tergugat pergi dan tidak jelas
alamatnya;

- Bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Termohon

Peninjauan Kembali/ Penggugat semuanya bohong dan
saksi- saksi tersebut telah mengakui kebohongannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di

atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan

untuk  mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali : WASISTO bin  ROHANI dan
membatalkan putusan Pengadilan Agama  Cilacap No.

1465/Pdt.G/2006/PA.Clp tanggal 13 Desember 2006 M.
bertepatan dengan tanggal 22 Dzulgaidah 1427 H. serta
Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan
amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai
sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon
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Kasasi;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-Undang No. 4
Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004,
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan

perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADI LI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali: WASISTO bin ROHANI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap No.
1465/Pdt.G/ 2006/PA.Clp tanggal 13 Desember 2006 M.
bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1427 H.;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat
diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk
membayar biaya perkara peninjauan kembali sebesar Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari JUM'AT tanggal 24 OKTOBER 2008
oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Drs. H.
MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari JUM’AT tanggal 21 NOVEVBER 2008 oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.
H. FAISOL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak;
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Ketua,
Ttd.
Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,
M.H.
Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.
PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.
Ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.
Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Met er ai ..ec.. Rp. 6.000,-
22 Redaksi u.. Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp. 2.493.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.
NIP. 150169538
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PUTUSAN
Nomor 55 PK/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
EDITH ADRIANI SUKMAWATI binti SUMARSONO,
bertempat tinggal di Jalan Nangka, RT. 005, RW. 002, Desa
Gandi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada HALURUK MATHEIS, S.H., M.M., Advokat
berkantor di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 89, Perumahan
Taman Jenggala, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 5 September 2016, Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon;
melawan
YANTO bin JUMAR L, bertempat tinggal di Jalan Nangka,
RT. 005, RW. 002, Desa Gandi, Kecamatan Kumai,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan
Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 34/PdtG/2016/PA.Sda., tanggal 15
Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah,
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon di muka
persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama

Islam pada tanggal 7 Januari 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
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Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbukti dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/1/2007 tanggal 7 Januari 2007;

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal
bersama di rumah bersama di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 75,
Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarijo;

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon
sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai
2 anak, anak pertama bernama Gina Hayati Azahra, tanggal lahir 22
April 2008, anak kedua bernama Sry Devi Amiani, tanggal lahir 14
Desember 2010 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2014
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon terlalu berani dan sering membantah perkataan
Pemohon dan Termohon selalu mengungkit-ungkit atau
mempermasalahkan pinjaman uang dari orang tua Termohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
tersebut memuncak dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan Juni
2015 Pemohon sekarang kost sendiri meninggalkan Termohon,
sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah
selama 6 bulan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya
agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum
dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk
menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon,;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat

permohonan Pemohon tersebut;
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon
kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (YANTO bin JUMAR) untuk Menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (EDITH ADRIANI SUKMAWATI binti
SUMARSONO) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo
telah menjatuhkan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15
Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah,
yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di muka sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (YANTO bin JUMAR L) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (EDITH ADRIANI
SUKMAWATI binti SUMARSONO) di depan sidang Pengadilan Agama
Sidoarjo;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten
Kotawaringin Barat dan Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo untuk
dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, diberitahukan kepada
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Termohon pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh

Termohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 5 September 2016, diajukan permohonan peninjauan

kembali pada tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan mana

disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 8 Februari
2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon,
tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana Surat
Keterangan Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda, yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan
saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang
ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan
peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan
alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali bertempat tinggal di Jalan Nangka RT
005 RW 002 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota
Waringin Barat, Kalimantan Tengah dan bukan di Jalan Urip Sumoharjo
Nomor 87 Sidoarjo, sesuai permohonannya dalam perkara Nomor
34/Pdt.G/2016/PA.Sda;

2. Timbulnya rekayasa, yang sengaja dilakukan oleh Termohon
Peninjauan Kembali, untuk mengajukan lewat alamat Jalan Urip
Sumoharjo Nomor 87 Sidoarjo, yang alamat tersebut adalah rumah
kontrak Termohon Peninjauan Kembali yang sudah tidak ditempati oleh
Termohon Peninjauan Kembali karena rumah tersebut telah diserahkan
kepada pemilik rumah;

3. Termohon Peninjauan Kembali menyadari dengan sesungguhnya
bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan kedua anaknya saat ini

telah dititipkan kepada orang tua Termohon Peninjauan Kembali
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(mertua) dan serumah sampai saat ini di Jalan Nangka RT 005 RW
002, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin
Barat;

4. Pemohon Peninjauan Kembali baru menyadari saat Pemohon

Peninjauan Kembali menerima relaas panggilan dari Jurusita
Pengadilan Agama Pangkalan Bun perihal Panggilan ikrar talak
Perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., hasil Putusan Pengadilan
Agama Sidoarjo tanggal 15 Juni 2016;
Dengan demikian secara nyata bahwa Permohonan yang diajukan oleh
Termohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Agama Sidoarjo yang
terdaftar dalam Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., yang telah mempunyai
kekuatan hukum, hanyalah rekayasa belaka dari Termohon Peninjauan
Kembali yang seakan-akan Pemohon Peninjauan Kembali berada di
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 87 Sidoarjo;

5. Bahwa secara fakta Termohon Peninjauan Kembali masih tetap
beralamat di Jalan Nangka RT 005 RW 002, Kelurahan Candi,
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat dan selalu
berkumpul serumah saat kembali bekerja diluar kota;

6. Menurut pengakuan Termohon Peninjauan Kembali alasan mengajukan
permohonan talak dikarenakan selalu ditekan oleh perempuan yang
dinikahinya sehingga perasaannya tidak tenang untuk mengambil
keputusan yang tepat;

Demikian pula jika dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar
putusan Majelis Hakim pada poin 1 dengan menyatakan Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka
sidang, tidak hadir, tidak dapat dijadikan sebagai dasar tidak hadirnya
Pemohon Peninjauan Kembali, karena memang benar Pemohon
Peninjauan Kembali berada di Jalan Nangka RT. 005 RW. 002,
Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat,
bukan di alamat yang dimaksudkan dalam Permohonan Termohon
Peninjauan Kembali sesuai dengan Permohonan/Gugatan dalam
Perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda;

Bahwa untuk menguatkan dallil-dalil Permohonan Peninjauan Kembali,

makaPemohon mengajukan bukti-bukti diantaranya sebagai berikut:
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a. Bukti P-1: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 53/52/1/2007
tanggal 7 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

Keterangan bukti P-1, membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan
Kembali dan Termohon PK telah melangsungkan Akad Nikah di
Sidoarjo pada tanggal 7 Januari 2007;

b. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Nomor NIK

6201017108800002 atas nama EDITH ADRIANI SUKMAWATI,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten
Kota Waringin Barat;
Keterangan Bukti P-2, membuktikan Pemohon Edith Adriani
Sukmawati berdasarkan KTP adalah benar-benar penduduk
Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin
Barat, Kalimantan Tengah;

c. Bukti P-3: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Nomor

620101290881002 atas nama YANTO, dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan Kota Waringin Barat;
Keterangan Bukti P-3, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali
YANTO, berdasarkan KTP tersebut adalah benar-benar penduduk
Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin
Barat;

d. Bukti P-4: Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6201012510070008,
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kota
Waringin Barat, atas nama YANTO, S.E., selaku Kepala Keluarga;
Keterangan bukti P-4, membuktikan bahwa berdasarkan Kartu
Keluarga YANTO, S.E., sebagai Kepala Keluarga dan masih
beralamat di Desa Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota
Waringin Barat;

e. Bukti P-5: Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor
474/430/CD/X1/2016., tanggal 23 November 2016 atas nama EDITH
ADRIANI Adriani SUKMAWATI, S.E., yang dikeluarkan oleh Kepala
Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin

Barat;
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Keterangan Bukti P-5, membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan
Kembali EDITH ADRIANI SUKMAWATI, saat ini benar-benar masih
bertempat tinggal di Kelurahan tersebut;

f. Bukti P-6: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
Nomor 2612/Pdt.G/2015/PA.Sda., tanggal 18 November 2015;
Keterangan bukti P-6, membuktikan bahwa Permohonan Pemohon
dalam perkara Nomor 2612/Pdt.G/2015/PA.Sda. tidak dapat diterima
sesuai amar putusan yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo tidak
berwenang memeriksa Perkara Nomor 2612/Pdt.G/2015/PA.Sda.
(sesuai kompetensi relatif Pasal 118 HIR);

g. Bukti P-7: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016;
Keterangan bukti P-7, membuktikan bahwa Pemohon/Termohon
Peninjauan Kembali telah memutar balikan fakta, sengaja melakukan
tindakan serupa berusaha mengajukan Permohonan dalam Perkara
Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., padahal sudah menyadari dan
mengetahui secara jelas kalau Permohonan Pertama Nomor
2612/Pdt.G/2015/PA.Sda., tidak dapat diterima berdasarkan
kompetensi relatif yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang
mengadili perkara tersebut;

h. Bukti P-8: Fotocopy relas panggilan ikrar talak nomor
34/Pdt.G/2016/PA.Sda.,yang tidak tertanggal yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Nasrullah, S.E., Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Pangkalan Bun:

Keterangan Bukti P-8, membuktikan bahwa Saudara Yanto masih
bertempat tinggal di Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten
Kota Waringin Barat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Relaas
Panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan
Bun:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali tersebut di atas, maka ukuran yang paling logis untuk
menilai suatu perbuatan yang memiliki tujuan keadaan lahir, yang
berhubungan dengan tindakan dan perbuatan Termohon Peninjauan
Kembali agar tercapai tujuannya untuk menikahi seorang wanita

yang saat ini serumah;
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PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Judex Facti,
alasan-alasan Peninjauan Kembali, bukti-bukti (novum), Mahkamah Agung
memberikan pertimbangan sebagai berikut:
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan
Agama Sidoarjo telah melakukan kekhilafan, dengan pertimbangan
sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (novum) berupa bukti surat P-2
s/d P-5 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti
bahwa alamat Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon
Peninjauan Kembali yang sebenarnya berdomisili di Kabupaten
Kotawaringin Barat. Dengan demikian permohonan cerai yang diajukan
Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebuah surat
permohonan, karena menyebutkan alamat Termohon/Pemohon
Peninjauan Kembali dengan alamat yang tidak sebenarnya;

- Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sidoarjo harus
dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini
dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan
alamat Termohon dengan alamat yang sebenarnya pada surat
permohonannya, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka sesuai ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, menurut pendapat Mahkamah
Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan
kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: EDITH
ADRIANI SUKMAWATI binti SUMARSONO dan membatalkan Putusan
Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15
Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah,
selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara aquo yang

amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini:
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di
bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dalam
tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam pemeriksaan
Peninjauan Kembali dibeban kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali: EDITH ADRIANI SUKMAWATI binti SUMARSONO
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
0034/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016 Masehi., bertepatan
dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat pertama sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu
rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk
membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini
sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Edi
Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
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dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masri Olii,
S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para

pihak;
Ketua Majelis,
Ttd
Dr. H. Mukhtar Zamzami,, S.H., M.H.
Hakim-Hakim Anggota:
Ttd Ttd
Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp6.000,00

2. Redaksi Rp5.000,00

3. Administrasi kasasi  Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RL.I.
A.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005
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